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Perangkat Da
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WAKILAN RAKYAT DAERATL KABUPATEN ACEN SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEIL SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA  BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEI SINGKIL |

i yany

2 Dacrah adalah Kabupaten Aceh Singkil;

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Aceh Singkil;

. Bupati adalah Bupati Acch Singkil;

d Dewan Perwakiln Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Aceh Singk

¢ Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah  selanjutnya  discbul
BAPPEKAB adalh BAPPEKAB Acch Singkil

£ Kepala adalah Kepala BAPPEKAB Aceh Singhil,

& Eselonering adalah tingkatan jabatan struktaral

aksud dengan

BAB 1
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) BAPPEKAB merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;

(2) BAPPEKAB dipimpin oleh scorang kepala sang bersds dibawah dan
upati melalui Sck




BAR I
TUGAS

EXAU. mempunyai tugas membants Bupati dalam penyclenggarsan
Jhan Kabupaten di bidang Perencandan Pembangunan

BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

mnylenganlan g schaginana dinakasd o st £l
B mempunyai fungsi

perundang:

indangan yang berlaku.

BABY
KEWENANGAN
Pasal 5

melaksanakan (ungsi scbagaimana dimaksud pada pasal 4, BAPPEKAD
ai kewenangan scbagai berik
Mcnyusun Pola Dasar Pembangunan Dacrah yang terdici dari Pola Umum
Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum PROPETADA Dacrah
paten;
& Menyusun REPETADA Dacrah Kabupaten;

terscbut pada hurul a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Dacrah sendiri

diusulkan kepoda Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program

abunan nasional;

Mestan boslives s dlwn Dl e, i

organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Dacrab, inst

ek, ecamatabesamalan n Uadamboden o yag berda den
walayah Dacrah Kabupsten yang bersangkutan;

Moy Kencans Angaran Fendapatan d s Dsrah Kbupsin

ma-sama dengan Gagian Keuangan, dengan Koordinasi Sckretaris
Dacrals Kabupater:

£ Miskssmakan hoordinsi dan stsu_mengadakan  penclitin  untuk
kepentingan perencanaan pembangunan di Dacrah,

& Mongiui penispen dan perkembongan pelaksanan  rencan




h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Dacrah;
i Melakukan Kegiatan lain dalam rangka perencanaan Sesuai dengan
petunjuk Bupati

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

5§ BAPPER AL terdiri dari

b, Sckretariat, membawabikan
1) Sub Bagian Penyus
2) Sub Bagian Umum, Dokumentasi dan Informasi;

Rencana Kegiatan;
3) Sub Bagian Kevangany

Bidang Penclitian dan Perencanaan Dacrah, membawahkan :
1) Sub Bidang P
2) Sub Bidang Penge |Iml\y.m Sistim Perencanzan dan Kawasan;
3) Sub Bidang
4. Bidang Percncanaan Pembangunan 1, membawahkan -

istk, Pelaporan dan Evalyasi.

1) Sub idang Pertanian;
2) sub Encrgi, Indusiri
3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
e Bidang Perencanaan Pembangunan I, membaviahkan
1) Sub Didang Perhabungan dan Pariwisata Seni Dudaya
2) Sub Bid ber Daya Alam dan Sumber Daya Lingh
3) Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
Bidang Perencanaan Pembangunan (11, membawahkan
1) Sub Bidang Agan, Pendidikan dan Budaya:
2) Sub Bidang Transmigrasidan Keluarga Berencana;
3) Sub idang Keschatan dan Kescjahteraan Sosial.
@) Kelompok Jabatan Fungsional;
0) B i




BB VIl
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsionl mempunyai tugas melaksanakan schagian
tugas adan

@) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jeis dan beban

@ fungsons! diskukan’sosai dengan

yang berlaky

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 8

m xcmu Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
@) S

i Kepdl Biding dan gl Sub Didang 8 lghangen Do
Gttt ol Skt D Eavoien
g gl e st gl
Kepala Badan

ATA KERIA

Pasal9.

) Semua Unit Kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya
wajib menecapkan prinsip koordinasi, iniegrasi dan sinkronisasi,
@ Korsla Bodn du ncakaatan wgeiys ok booetent
vertikal dan horizontal dengan instaasi terkait di D

Pasal 10

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di linghuhgan Badan_berkewajiban
memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi
pelsksanaan tgas bawaban,

(2) Apabila kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala

an harus menunjuk scorang pegawai uniuk melaksanakan-(ugas
Kepala Badan dengan mempedomani Daflar Urul. Kepangkatan dan
‘melaporkannys kepada Bupati melalui Scretars Daceah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Setiap Unit Kega di lingkungan Badan wajib melaporkan pelaksanaan
tugas secara kepoda atasen.



) diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
wayib diolah dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lcbih
Lanjut dan petunjuk kepada bawahan,
) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain
Yang sceara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB X
KEPEGAWAIAN ‘

1) Jenjang kepangkatan dan s Kepegawaian Badan distur scsvai

undangan yang berlaky.

) rentivan jnis keprgivian dicsoilan dengan ke prundang:
undangan yang berlaky

BAB X
EMBIAYAAN

Pasal 13

pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan
cban

kan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  APBD ) seria
csumber lin yan sah yang tdak mengikal.

AR X
TENTUAN PERALIIAN

z

Pasal 14

Sclama belum ditetapkannya a dari Qanun ini, semua
| Acntan yan s ditakn e bertaku sepanang tdak bencntangan
* dengan Qanun

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15

b | Hakhal yang belum distur dalam Qanun tetapkan kemudian dznwm
B o i Sevin vt lemean 3ok ot v
| betak 3

| Pasal 16
|
Dengan berdakunya Qanun ini maka scwa Ketentuan yang bertentangan
B o i eyt b o



Pasal 17

i bertaks pad g

tiap orang dapat  mengetah i pengundangan
Qimin int dengan penempatannya dalam Lembaran Bera Kabupaten Aceh
Singkil.

Disabkan di < Singkil.
Pada tanggal 27 Mei 2002

BUPATI ACELL SINGKIL
Cap/Dio,

IL_MAKMURSYAIL PUTRA, SIL

iundanghan Dalam Lembarin Dacrh Kebupaien Aceh Singkil
Nomor 26 Tahun 2002 Seri D Nomor 13
sl
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